BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-
peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan
hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam
masyarakat. Anggota masyarakat mempunyai kepentingan masing-masing
sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut
mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk mencapai
keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang
melakukan  pelanggaran hukum vyang telah diatur maka terjadi
ketidakseimbangan, sebab dipihak lain terjadi kerugian atas pelanggaran yang
dilakukan. Guna menciptakan keseimbangan kembali dalam masyarakat maka
hukum tersebut dilekatkan sanksi.*

Menurut KUHP Pasal 10 Sanksi Pidana terdiri atas Pidana Pokok yaitu
Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Denda sedangkan
Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang
tertentu dan pengumuman putusan hakim. Bagi terdakwa yang sudah dijatuhi
Pidana oleh hakim, akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Menurut

! Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Refika Aditama,
Bandung ,2018,.



Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 angka
3 dan angka 4 menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya
disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien
Pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan),
yang menyatakan bahwa ‘“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan
di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh
BAPAS”.

Pelaku tindak pidana setelah dijatuhi putusan oleh hakim dan putusan
tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan di eksekusi oleh
jaksa mengenai isi dari putusan pengadilan. Pelaku tindak pidana yang
mendapatkan sanksi penjara atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan
(selanjutnya ditulis LAPAS). LAPAS merupakan tempat untuk pembinaan
narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan melakukan
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan
cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata

peradilan pidana.?

2 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty,
Yogyakarta, 1986, him.250



Pembinaan dan pembimbingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Pemasyarakatan,
pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

a. Terpidana bersyarat;

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat

pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

e. Anak vyang Dberdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya
dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam membimbing narapidana peran BAPAS sangat penting, bimbingan
yang dilakukan oleh BAPAS terhadap narapidana menjelang cuti bersyarat, cuti
menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Sistem pembinaan pemasyarakatan
dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana diatur Pasal 5 UU
Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut, pengayoman, persamaan perlakuan dan
pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat
manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu.

Tugas membimbing narapidana menjelang Cuti Bersyarat, Culti

Menjelang Bebas Dan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Pembimbing



Kemasyarakatan dari BAPAS, Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat
relatif, karena harus memberikan bimbingan kepada narapidana dengan harapan
tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari setelah bebas nanti.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan atau
pelatihan kepada narapidana, sehingga setelah narapidana bebas nantinya dapat
menggunakan kemampuannya yang didapat selama mengikuti bimbingan di
BAPAS, sehingga narapidana dapat menghasilkan uang bahkan dapat
menciptakan lapangan pekerjaan.

Tugas Balai Pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan dan
bimbingan terhadap narapidana, adapun pembinaan dan bimbingan yang
diberikan kepada narapidana sebagaimana tersebut dalam Pembinaan dan
pembimbingan yang diberikan oleh BAPAS pada narapidana berdasarkan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No. 31
Tahun 1999) meliputi pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Kesadaran berbangsa dan bernegara;
Intelektual;

Sikap dan perilaku;

Kesehatan jasmani dan rohani;

Kesadaran hukum;

Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

Keterampilan kerja; dan
Latihan kerja dan produksi
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Warga binaan Bapas di bimbing di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini
sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU Pemasyarakatan, yang menyatakan
bahwa ‘“Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di
LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa Pembinaan terhadap
narapidana dilakukan beberapa tahap pembinaan, yaitu sebagai berikut :

(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap
pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. tahap, awal,
b. tahap lanjutan; dan
c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan
melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari
Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil
pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pembinaan terhadap narapidana dilakukan pada saat narapidana masuk
dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Seharusnya narapidana
masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan Rumah Tahanan, hal ini
dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan daya tampungnya terbatas, sehingga
narapidana dititipkan di dalam Rumah Tahanan. Narapidana yang dibina

mempunyai wali, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang



menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang
bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang telah
mendapatkan pembebasan bersyarat. Kesemua persyaratan tersebut telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Titik berat penulisan proposal
ini adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pola pelaksanaan
bimbingan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat guna
mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat relatif dalam membimbing
narapidana menjelang Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan
Bersyarat. Keberhasilan dalam membimbing narapidana jika narapidana dapat
diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, ada sebagian
narapidana yang setelah kembali ke masyarakat dapat hidup dengan damai dan
menciptakan lapangan pekerjaan berbekal keahlian yang didapat selama didalam
Lembaga Pemasyarakatan dan selama mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh
Bapas. Namun, keberhasilan tersebut merupakan kerja keras narapidana yang
disertai niat tulus dan peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam membimbing

narapidana.

3 Dwianto Bayu Susanto, Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat
Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas | Malang), Jurnal IImiah,
Universitas Brawijaya, Malang, 2013, him. 3.



Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing narapidana tidak lepas
dari kendala atau hambatan yang muncul setiap saat. Mekanisme yang sudah
terprogram dengan baik tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dengan
narapidana. Terkait dengan Das Sein dan Das Sollen hakekatnya mengacu pada
ekspresi kesenjangan sosial antara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang
diinginkan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PERAN
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBIMBING KLIEN
PEMASYARAKATAN MENJELANG CUTI BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS DAN PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN “.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam
membimbing klien kemasyarakatan yang menjelang Cuti Bersyarat, Cuti
menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat untuk mencapai tujuan
pemasyarakatan ?

2. Apa saja kendala-kendala atau hambatan yang muncul dalam melaksanakan
pembimbingan terhadap klien menjelang Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang

bebas dan Pembebasan Bersyarat ?



C. Tujuan Peneltian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam
membimbing klien kemasyarakatan yang menjelang Cuti Bersyarat, Cuti
menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat untuk mencapai tujuan
pemasyarakatan.

Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang muncul dalam
melaksanakan pembimbingan terhadap klien menjelang Cuti Bersyarat, Cuti

Menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat

D. Kegunaan Penelitian

Ada 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan secara

praktis, sebagai berikut:

1.

2.

Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan
masukan dan sumbangan pemikiran menganai dalam bidang hukum pidana
khususnya mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing
klien pemasyarakatan menjelang cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan
pembebasan bersyarat.
Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan bagi

masyarakat mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing



klien pemasyarakatan menjelang cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan
pembebasan bersyarat, sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui peran
Pembimbing Kemasyarakatan.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan skripsi. ini  bertujuan untuk memudahkan
mempelajari secara singkat hubungan dari Bab | sampai dengan Bab III.

Sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teoritis untuk penyusunan pada bab
pembahasan. Isi dari tinjauan pustaka ini adalah Tentang Balai Pemasyarakatan
(Bapas) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Tinjauan Umum Tentang Warga
Binaan, Tinjauan Umum Tentang Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan

Pembebasan Bersyarat, dan Tujuan Pemasyarakatan.

BAB IIl  : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengunaan metode penelitian yang
digunakan serta uraian mengenai pengertiannya, alasan penggunaannya dan

bagaimana operasionalisasinya. Isi dari metode penelitian ini adalah metode



pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode
pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis

data.

BAB IV  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
merupakan hasil penelitian tersebut nanti akan dibahas dalam satu bagian yang
tidak terpisahkan yang berisi tentang Bagaimana pelaksanaan peran Pembimbing
Kemasyarakatan dalam membimbing dan membina klien kemasyarakatan yang
menjelang Cuti Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat untuk
mencapai tujuan pemasyarakatan dan kendala-kendala atau hambatan yang muncul
dalam melaksanakan pembimbingan terhadap narapidana menjelang Cuti

Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian dan pembahasan
dari permasalahan yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan dan

saran tersebut maka diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.
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